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Kata Pengantar

Buku Akuntansi Sektor Publik (Pemerintahan) edisi kedua ini kami
susun semata-mata untuk menunjang kebutuhan mahasiswa yang
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu PSAP Nomor
1 sampai dengan Nomor 11. Mengenai PSAP Nomor 1 sampai dengan
Nomor 11 dan studi kasus dalam buku ini sebagian besar kami
ambil dari Buku Training of Trainers Komisi Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP).

Kami memberanikan diri menyusun buku ini dengan tujuan agar
para mahasiswa dapat lebih lancar dalam mendalami Akuntansi
Sektor Publik (Pemerintahan).

Sudah pasti buku ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami
sangat berterima kasih apabila para pembaca mau memberikan
kritik dan sarannya kepada kami.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada [bu
Evi dan Ibu [ke serta semua orang yang berpartisipasi membantu
penyusunan buku edisi kedua ini, atas dorongannya sehingga
terlaksananya penyelesaian buku Akuntansi Seictor Publik
{Pemerintahan) ini.

Bandung, Januari 2007

Tim Penyusun
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Bab 1

Pengertian

1.1 Pendahuluan

Istilah Akuntansi sering digunakan oleh dunia pendidikan dan

perusahaan pada saat ini, namun secara umum sebagian besar

mengartikan bahwa akuntansi hanya mempunyai satu arti saja.

Sebenarnya ada perbedaan pengertian Akuntansi dalam beberapa

hal seperti:

a3 T - R -

Akuntansi Keuangan (Komersial}.
Akuntansi Biaya

Akuntansi Manajemen
Akuntansi Anggaran

Akuntansi Pajak

Akuntansi Sektor Publik yang terdiri atas:

1. Akuntansi Pemerintahan.
Terdiri atas: - Akuntansi Pusat dan
- Akuntansi Daerah.

2. Akuntansi Rumah Sakit.

3. Akuntansi Pendidikan, dan sebagainya.

4. Akuntansi LSM.



Di dalam buku ini kita tidalk membahas Akuntansi Keuangan

Komersial, Akuntansi Biaya, dan yang lainnya tetapi hanya

membahas tentang Akuntansi Sektor Publik yang berhubungan

dengan Akuntansi Anggaran.
Hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah

1. Yang membedakan Akuntansi Keuangan dengan Akuntansi
Selktor Publik adalah harus diperhatikannya penekanan dalam
hal siapa yang mengelola sumber dananya dan dari mana sumber
dana tersebut, yaitu apakah sumber dana tersebut dari suatu
entitas perorangan atau suatu entitas yang sumber dananya
dari beberapa orang dengan membentuk badan (organisasi)
yang tujuannya mencari laba (profit motif), atau suatu entitas
(organisasi) yang sumber dananya dari masyarakat umum atau
publik yang tujuannya tidak mencari laba (non profit motif}.

Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat banyalk
terdapat macam-macam organisasi yang namanya juga beragam-
ragam seperti, Pemerintah itu sendiri, Yayasan Rumah Sakit,
Yayasan Pendidikan, LSM, dan sebagainya.

Semua organisasi-organisasi ini kita sebut dengan
“Entitas-entitas .”

2. Bagi semua entitas-entitas yang menggunakan dana
publik (umum), maka akuntansi yang digunakannya harus
menggunakan Akuntansi Selktor Publik, sedangkan bagi entitas-
entitas yang tidak menggunakan dana umum (publik), maka
alkuntansi yang digunakan adalah Akuntansi Komersial.

3. Hal prinsipil lain adalah bahwa dalam organisasi (entitas) yang
profit motif, tujuan utamanya adalah bagaimana mengelola
dana yang mereka himpun untuk mendapatkan laba yang
akan terlihat dari laporan keuangan yang merupakan hasil
dari sebuah proses akuntansi, yaitu akuntansi keuangan
komersial.

Sedangkan pada organisasi (entitas) yang non profit motif,
tujuannya adalah untuk mempertanggungjawabkan atas
penerimaan unang yang mereka terima dari masyarakat, apakah
penerimaan-penerimaan (pendapatan) tersebut telah digunalkan
dengan tepat atau benar sesuai dengan yang digariskan atau
ketentuan-ketentuan yang telah dibuat.
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4. - Entitas-entitas (organisasi-organisasi) yang ada didalam
masyarakat ini kita golong-golongkan atas:
a. Organisasi yang “Profit Motif”.

'b. Organisasi yang “Non Profit Motif”.

5. Untuk Akuntansi keuangan komersial yang profit motif, maka
yang menjadi standarnya adalah PSAK.

Sedangkan untuk Akuntansi Sektor Publik yang non
profit motif, maka yang menjadi standarnya adalah sebagai
berikut:

a. Untuk Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi standarnya
adalah PSAP nomor 1 sampai dengan nomor 11.

b. Untuk Akuntansi sektor publik lainnya yang dimiliki oleh
perorangan maupun badan, maka yang menjadi standarnya
adalah PSAK nomor 45.

1.2 Arti Akuntansi

Sebelum memulai pembahasan akuntansi sektor publik atau
akuntansi pemerintahan terlebih dahulu akan dikemukakan
pengetahuan dasar tentang akuntansi.
Akuntansi adalah:
Suatu sistem informasi, mengidentifikasi, pencatatan,
klassifikasi, mengikhtisarkan, dan menglkomunikasikan kegiatan

perusahaan. Yang sering disebut “Bahasa Perusahaan”.

Literatur lain mengatakan bahwa:

Akuntansi adalah:
Suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian
peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan
dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi
keuangan bagi para pemalkai laporan yang berguna untuk
pengambilan keputusan.

Informasi Keuangan yang menggunakan dana dari publik
malra narlalenan alaintansinva kita selhhit Akuntansi Sektor Publik



serta laporan keuangannya juga harus mengikuti standar prosedur
penyusunan laporan keuangan selktor publik.

Informasi Keuangan yang menggunakan dana dari perorangan
atau badan maka perlakuan akuntansinya kita sebut Akuntansi
Keuangan serta laporan keuangannya juga harus mengikuti standar

prosedur penyusunan laporan keuangan komersial.

1.3 Akuntansi Sektor Publik

Publik = masyarakat atau umum.

Jika organisasi publik (entitasjnya adalah pemerintah maka
cdalam hal ini penerima dana masyarakat adalah "pemerintah”, dan
dana tersebut akan digunakan pemerintah untuk kepentingan
rakyat umum (masyarakat) dan negara, maka danayang digunakan
pemerintah tersebut harus dilaporkan kepada rakyat dalam bentuk
suatu laporan pertanggungjawaban melalui sebuah proses akuntansi
yaitu alkuntansi sektor publik yang dalam hal ini adalah Akuntansi
Pemerintahan.

Proses akuntansi yang digunakan disini, untuk penyusun
pelaporan pertanggungjawabannya adalah PSAP nomor 1 sampai
cengan nomor 11.

Sedangkan batasan tentang akuntansi sektor publiknya
adalah sebagai berikut:

Jika organisasi publik (entitas)nya bukan pemerintah tetapi
entitas yang lain, maka batasan tentang akuntansi sektor
publiknya sebagai berikut:

Definisi Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses
pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan,
dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik
yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan
keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.

Definisi Akuntansi Pemerintah adalah suatu proses
pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan
pelaporan transaksi keuangan dari suatu pemerintahan yang
menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan

keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.
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. Maka perbedaan Accounting Financial dengan Accounting
. publik adalah:

yang mengelola adalah pihak swasta
atau perusahaan pemerintah yang
tujuannya profit motif.

i

e Alcuntansi Selktor Publik yang mengelolaadalah pihak swasta
atau pemerintah yang tujuannya

non profit motif (nirlaba).

Untuk perusahaan-perusahaan negara yang dananya juga
dari masyarakat tetapi tujuan perusahaannya adalah profit motif
seperti PT. Perkebunan, BUMN, dan lain-lain maka alkuntansi yang
digunakan adalah akuntansi keuangan komersial.

Adapun tujuan diberikan pelajaran alcuntansi sektor publik
adalah:

1. Untulk memberikan gambaran tentang akuntansi pemerintah
secara menyeluruh agar kita dapat mengetahui jalannya
pengurusan administrasi keuangan negara.

2. Untuk memberikan pengetahuan tentang suatu sistem
penyelenggaraan tata usaha keuangan negara Indonesia dan
sistem yang dilalkukan di negara lain.

3. Untulk memberikan gambaran tentang alcuntansi Rumah Sakit,
Yayasan Pendidilcan, dan Alkuntansi Selktor Publilkk untulk entitas

lain yang nirlaba.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik:

°*  Nonprofit motif.

*  Dimiliki secara kolelctif.

*  Pihak-pihak yang memberilcan sumber keuangan tidal harus
menerima imbalan langsung (baik barang maupun jasa).

Sedangkan Karakteristik bagi Akuntansi Komersial adalah:
*  Profit motif.
e Dimiliki secara perorangan atau badan




